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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Pengertian PerlindunganHukum 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengetahuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hallainnya. 

Perlindungan berarti sebagai cara, proses atau perbuatan melindungi, 

sedangkan hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang 

menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh 

badanbadan resmi yang berwajib. Dalam Deklarasi Hak Anak 1959 yang disahkan 

oleh PBB pada 20 november 1959, disebutkan bahwa perlindungan anak 

dibedakan 

sebagai berikut : 

a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam:3 

1. bidang hukumpublik 

2. bidang hukumkeperdataan 

b. Perlindungan non yuridis yang meliputi: 

1. bidangsosial 

2. bidangkesehatan 

3. bidangkependidikan 

Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum 

yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 

manapun. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai 

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal 

lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan 
 
 

3 Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, C.V. Bumi 
Aksara, 1990, hlm.20. 
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terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 

hak-hak tersebut. 

Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti 

dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. 

Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan 

kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam 

interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum 

manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.4 

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan 

gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, 

yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah 

suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan 

hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang 

bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis 

dalam rangka menegakkan peraturanhukum. 

Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk 

melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang 

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman 

sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai 

manusia.5 

 
B. PengertianAnak 

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai 

keturunan,anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. 

Selain itu,anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa 

perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.6 

 
 
 

4 http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para- 
ahli/ diakses pada tanggal 4 April 2019, Pukul 13.00 WIB 

5 http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html 
6 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai 
Pustaka, 1988, hlm.30 

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-
http://raypratama.blogspot.com/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html
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Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau 

belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana 

kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari 

orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.7 Berikut ini uraian tentang 

pengertian anak menurut beberapa peraturanperundang-undangan: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) 

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian 

seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak 

khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang 

berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum 

positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk 

membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak 

tersebut berhak atas kesejahteraan yanglayak. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 

menyebutkan bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 

belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalamkandungan”. 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak 

korban adalah anak yang belum berumjur 18 (delapan belas) tahun yang 

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 

disebabkan oleh tindakpidana. 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 

menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan 

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam 

kandungan apabila hal tersebut adalah demikepentingannya”. 

7 https://id.wikipedia.org/wiki/Anak 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lelaki
https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
https://id.wikipedia.org/wiki/Pubertas
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Keturunan&amp;action=edit&amp;redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua
https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa
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5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2 

menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua 

puluh satu) tahun dan belum pernahkawin”. 

 
C. PengertianKorban 

Dalam Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang 

paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang 

menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga 

harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan 

hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus 

kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekontruksi) 

kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses 

pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di 

pengadilan. Dari Uraian tentang korban tindak pidana kejahatan tersebut, maka 

dapat dilakukan penentuan siapa yang dinamakan korban tindak pidana kejahatan 

antaralain: 

1. Korban langsung (Direct victim) yaitu korban yang langsung mengalami dan 

merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan. Dimana 

korban langsung ini mempunyai karakteristik antara lain: 

a. korban adalah orang, baik secara individu atau secarakolektif. 

b. menderita kerugian (menurut Arief Gosita” menderita jasmaniah dan 

rohaniah) termasuk luka-luka fisik; luka-luka ringan; kehilangan 

pendapatan; penindasan terhadap hak-hak dasarmanusia. 

c. disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan dalam 

hukumpidana. 

d. atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaankekuasaan. 

2. Korban tidak langsung (indirect victims) yaitu timbulnya korban akibat dari 

turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut 

melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yangmenggantungkan 
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hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga 

terdekat. Muladi mengatakan korban (victims) adalah orang-orang yang baik 

secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian 

fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan subtansial terhadap hak- 

haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar 

hukum pidana di masing-masing negara, termasuk  penyalahgunaan 

kekuasaan. 

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli Abdussalam, 

bahwa korban tindak pidana adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik 

atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas 

perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan 

lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan 

seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.8 Berbagai 

pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber-sumber 

lain antara lain sebagai berikut: 

a) Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai 

akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri 

sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi 

pihak yangdirugikan.9 

b) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 

Perlindungan terhadap Korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi 

Manusia yang Berat, korban adalah orang perseorangan atau kelompok 

orang yang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak 

asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental 

dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan pihakmanapun. 

c) Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalamipenderitaan 
 
 

8 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta, 
Sinar Grafika, 2011, hlm.9. 

9 Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, Akademika Pressindo, 
1985, hlm.75. 
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fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 

tindak pidana. 

Pihak yang menderita yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana, 

maka seyogyanya peraturan perundang-undangan memberikan pengakuan, 

perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak-hak korban yang telah dirugikan.  

Kita lihatlah akibat-akibat yang ditimbulkan tindak pidana terhadap diri 

korban.Pertama, kerugian materiil oleh karena adanya pencurian (sampai batas 

tertentu dapat diatasi melalui pembayaran premi asuransi atau diterima kembali 

barang yang dicuri), dan kerugian waktu untuk melaporkan adanya pencurian  

pada polisi dan kemungkinan didengar sebagai saksi. Kedua, kerugian immateriil 

sebagai akibat dari perasaan menjadi korban kadang-kadang juga karena 

goncangnya kepercayaan melihat kelambanan cara-cara kerja lembaga-lembaga 

penyidikan, penuntutan, dan pengadilan, jika menurut pendapat si korban si 

pelaku kejahatan dipidana terlalu ringan. Dalam keadaan ekstrim dapat terjadi 

suatu tindak pidana yang dilakukan oleh si korban, yaitu dengan melakukan 

tindakan main hakim sendiri (eigen-richting) atau sebagai ‘kompensasi’ dengan 

mengambil barang orang lain.10 Ruang lingkup mengenai korban kejahatan 

mencakup tiga hal, yaitu: 

1. siapa yang menjadi korban, penderitaan atau kerugian apakah yang  

dialami korbankejahatan. 

2. siapa yang bertanggungjawab dan/atau bagaimana penderitaan dan 

kerugian yang dialami Korban kejahatan dapatdipulihkan. 

3. kerugian dan penderitaan korban suatu tindak pidana dapat berupa materi, 

fisik, psikologis, dansosial. 

Korban diterjemahkan oleh Barda Nawawi Arief sebagai berikut, bahwa 

korban ialah orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita 

kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang 

berlaku di suatu negara., termasuk peraturan-peraturan yang melarang 

penyalahgunaankekuasaan.Selaianitukorbantermasukjugaorang-orangyang 
 

10 W.M.E. Noach, 1992, Kriminologi Suatu Pengantar (Diterjemahkan 
oleh J.E. Sahetapy), Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 25, 26. 
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menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum 

merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi 

sudah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia yang 

diakui secara internasional. 

 
D. Pengertian KekerasanSeksual 

Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang 

menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun 

emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi 

kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan 

kekerasan secara sosial. Kekerasan seksual terhadap anak menurut End Child 

Prostitution in Asia Tourism (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau 

interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa 

seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan 

sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan 

menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan 

kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan 

antara pelaku dengan anak sebagai korban. 

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan 

anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada 

hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas 

seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si 

anak memakai pakaian atau tidak; segala bentuk penetrasi seks, termasuk 

penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh; membuat atau 

memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual; secara sengaja melakukan aktivitas 

seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan 

aktivitas seksual yang dilakukan orang lain; membuat, mendistribusikan dan 

menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose 

atau tindakan tidak senonoh; serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto  

atau film yang menampilkan aktivitas seksual. Pedofilia adalah bentuk kekerasan 

atau pelanggaran hukum, dan juga merupakan bentuk kekerasan seksualyang 
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melukai fisik maupun psikis. Oleh karena itu, pedophilia merupakan bentuk 

ketertarikan seksual yang tidak wajar. Ketika seseorang tertarik secara seksual 

terhadap orang yang di luar rentang usia atau tahap perkembangannya, maka hal 

tersebut dinilai tidak wajar secara sosial, misalnya remaja atau orang dewasa 

tertarik kepada anak-anak. Artinya, orang dewasa atau remaja yang lebih tua yang 

tertarik secara seksual primer kepada anak-anak atau sebaliknya dinilai tidak 

normal. Ketika secara sosial dianggap menyimpang, maka pelakunya sendiri juga 

sadar bahwa hal tersebut menyimpang. Kemungkinan bentuk reaksinya ada dua: 

mengubah diri atau memuaskan dorongan seksualnya secara diam-diam. 

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. 

Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau 

sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan 

menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Menurut Santoso kekerasan juga 

bisa diartikan sebagai serangan memukul merupakan kategori hukum yang 

mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual 

kekuatan fisik kepada orang lain. Menurut para ahli kriminologi,  “kekerasan” 

yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan 

dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan 

defenisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam Encyclopedia of Criminal 

Justice, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. 

Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang 

mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hakmilik. 

Kejahatan kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan 

kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, 

perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar 

atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau 

perampasan hak. Sedangkan kekerasan terhadap anak atau child abuse adalah 

perbuatan yang disengaja menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak 

secara fisik maupun emosional. Istilah child abuse meliputi berbagai macam 

bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orangtua 

atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan dasar anak 
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Menurut Pasal 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan 

adalah : “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara melawan hukum.” Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi 

lagi ke dalam tiga golongan, yaitu : 

a. KekerasanFisik 

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah 

melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, 

mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. 

Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban 

seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang 

kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh 

tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau  

kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawaseseorang. 

b. KekerasanPsikis 

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan korban 

tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain.  Dampak 

kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaaan yang tidak aman dan 

nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit 

kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah pengunaan kata-kata kasar, 

penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau 

di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. 

Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, 

minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. 

Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat 

mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh : 

kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan. 

c. Kekerasanseksual 

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain,  kegiatan 

yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, danmelibatkan 
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anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini 

adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam 

untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak 

sadis serta meninggalkan termasuk mereka yang tergolong masih berusia 

anak-anak. Setelah melakukan hubungan seksualitas segala perilaku yang 

mengarah pada tindakan pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di 

sekolah, di dalam keluarga, maupunlingkungan sekitar tempat tinggal anak 

termasuk dalam kategori kekerasanini. 

Sementara Suharto mengelompokkan child abuse menjadi : 

a. physical abuse (kekerasan secara fisik) Kekerasan anak secara  fisik, 

adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan 

atau tanpa menggunakan benda -benda tertentu, yang menimbulkan luka- 

luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka da pat berupa lecet, atau 

memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas 

gigitan, cubitan, ikat pinggang ataurotan. 

b. psychological abuse (kekerasan secara psikologis) Kekerasan anak secara 

psikis, meliputi penghardikan penyampaian kata-kata kasar dan kotor, 

memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang 

mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukan gejala perilaku 

maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke 

luar rumah dan takut bertemudenganorang. 

c. sexual abuse (kekerasan secara seksual) Kekerasan anak secara seksual, 

dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara anak dengan orang yang 

lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan 

kontrak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, 

perkosaan, eksploitasiseksual). 

d. social abuse (kekerasan secara sosial) Kekerasan secara sosial, dapat 

mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak 

adalah sikap dan perlakuan orang tua yangtidak memberikan perhatian 

layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, 

diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan danperawatan 
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kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukan pada sikap 

diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang 

dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk 

melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa 

memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai 

dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya anak 

dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi. 
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